KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 83 TAHUN 2003
TENTANG
SEKRETARI AT PENGADI LAN PAJAK

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

bahwa sebagai pel aksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-
undang Nonor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dipandang
perlu nenbentuk Sekretariat Pengadilan Pajak dengan Keputusan
Presi den;

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang- undang Nonor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lenmbaran Negara Tahun 2002 Nonor 27, Tanbahan Lenbaran
Negara Nonor 4189);

3. Keputusan Presiden Nonor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan O gani sasi, dan Tata Kerja
Departenen sebagai mana tel ah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Presiden Nonor 45 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :
Menet apkan : KEPUTUSAN PRESI DEN TENTANG SEKRETARI AT PENGADI LAN
PAJAK.
BAB |

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1

(1) Sekretariat Pengadi | an  Paj ak, yang selanjutnya dal am
Keputusan Presiden ini disebut Sekretariat adalah unsur
pel ayanan adm ni strasi di |ingkungan Pengadi | an Paj ak

(2) Sekretariat dipinpin oleh seorang Sekretaris yang secara
admnistratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Jender al Depart enen Keuangan dan secara
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Pi npi nan Pengadi | an Paj ak;

(3) Sekretariat secara admnistratif berada dalam |ingkungan
Sekretariat Jenderal Departenen Keuangan

Pasal 2

Sekretariat nenpunyai tugas nenberi kan pelayanan di bidang tata
usaha, kepegawai an, keuangan, rumah tangga, adm nistrasi persiapan

ber kas bandi ng dan/ at au gugat an, adm ni strasi per si apan
per si dangan, adm nistrasi persidangan, adm nistrasi penyel esaian
put usan, dokunent asi , adm ni str asi peni nj auan kenbal i

adm ni strasi yuri sprudensi, pengol ahan dat a, dan pel ayanan

i nfornmasi .



Pasal 3

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di maksud dalam Pasal 2,

Sekretari at nenyel enggar akan fungsi

a. penyi apan program Kkerja dan pelaporan serta pelaksanaan
adm ni strasi di bidang tata usaha, kepegawai an, keuangan, dan
rumah tangga;

b. pel ayanan adm nistrasi persiapan berkas banding dan/atau
gugat an;
C. penghi npunan dan pengkl asifikasian putusan Pengadil an Pajak

dan penyel enggar aan per pust akaan;

d. pel ayanan adm ni strasi peninjauan kenbal putusan Pengadil an
Paj ak;
e. pel ayanan adm ni strasi yuri sprudensi putusan Pengadil an
Paj ak;
f. pengol ahan data dan pel ayanan i nformasi;
g. pel ayanan adm ni strasi persiapan persi dangan;
h. pel ayanan adm ni strasi persi dangan;
i pel ayanan admi ni strasi penyel esai an put usan.
BAB | |
ORGANI SASI

Bagi an Pertama
Susunan O gani sasi Sekretari at

Pasal 4
Organi sasi Sekretariat terdiri dari
a. Sekretaris;
b. Waki | Sekretaris;
C. Bagi an, sebanyak-banyaknya 5 (linma) Bagi an dan nasi ng- nmasi ng
Bagi an terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (enpat( Subbagi an;
d. Sekretaris Pengganti yang jum ahnya ditentukan sesuai dengan
kebut uhan.
Bagi an Kedua
Sekretaris
Pasal 5

Sekretaris nenpunyai tugas nemnpin Sekretariat sesuai dengan
tugas yang ditet apkan.

Pasal 6
Sekretaris nmerangkap tugas kepaniteraan sebagai Panitera.

Bagi an Ketiga
Waki| Sekretaris

Pasal 7

(1) Wwakil Sekretaris nmenmpunyai tugas nenbantu Sekretaris dalam
mem npin Sekretariat serta kegiatan | ain yang ditugaskan ol eh



Sekretaris.
(2) Apabila Sekretaris berhal angan dal am nenj al ankan tugas, nmaka
Waki| Sekretaris mewakili Sekretaris.
Pasal 8

Wakil Sekretaris nerangkap tugas kepaniteraan sebagai \VaKki
Pani t era.

Bagi an Keenpat
Bagi an

Pasal 9
Bagi an adal ah unsur pel aksana sebagi an tugas Sekretari at.

Bagi an Kel i ma
Sekretari s Pengganti

Pasal 10

Sekretaris Pengganti adalah unsur penbantu Sekretaris dalam
nmel aksanakan tugas kepaniteraan sebagai Panitera Pengganti .

BAB |11
TATA KERJA
Pasal 11
Seluruh unsur di I i ngkungan Sekretariat dalam nel aksanakan
tugasnya, wajib nenerapkan prinsip kordinasi, integrasi, dan
si nkroni sasi, baik di |ingkungan Sekretariat sendiri maupun dal am

hubungan antar instansi/lenbaga, sesuai dengan tugas nasing-
masi ng.

BAB | V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTI AN

Pasal 12
(1) Sekretaris adal ah jabatan eselon Ila.
(2) Wakil Sekretaris adal ah jabatan eselon IIb.
(3) Kepala Bagian dan Sekretaris Pengganti adal ah jabatan esel on

I11a

(4) Kepal a Subbagi an adal ah j abatan esel on | Va.

Pasal 13

(1) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Mnteri Keuangan
atas pertinbangan Pi npi nan Pengadi | an Paj ak.

(2) Pejabat lainnya di [|ingkungan Sekretariat diangkat dan
di berhenti kan oleh Menteri Keuangan atas usul Sekretaris
set el ah nendapat pertinbangan Pi npi nan Pengadi | an Paj ak.



BAB V
PEMBI AYAAN

Pasal 14

Segal a biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Sekretari at
di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departenen
Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata Kkerja
Sekretariat ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah nendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bi dang
pendayagunaan apar atur negar a.
Pasal 16
Dengan ber| akunya Keputusan Presiden ini, naka Keputusan Presiden
Nomor 52 Tahun 1997 tentang Sekretariat Badan Penyel esaian
Sengket a Paj ak, di nyatakan tidak berl aku.
Pasal 17
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Nopenber 2003
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd
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